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KATA PENGANTAR  

 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas pencapaian kinerja dan tindak lanjut atas 

pelaksanaan rencana kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan 

Kota Semarang merupakan merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa dalam LKjIP Dinas 

Kesehatan Kota Semarang ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan masukan 

sebagai upaya perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, 

kami berharap laporan LKjIP tahun 2025 ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-

langkah mewujudkan visi Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu menjadikan Kota Semarang 

Kota Ekonomi Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif. 

 

 

 

                       Semarang,      Februari 2026 
Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Semarang 
 
 
 
 

Dr. dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD., FINASIM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pelaksanaan Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan 

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2002 

pasal 28 H dan pasal 34 serta Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan amanat 

undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan fungsi 

dan peran dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang masuk dalam urusan 

wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan ekonomis. 

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan mobilitas penduduk 

yang cukup tinggi dan didukung oleh letak Kota Semarang sebagai jalur utama diantara kota 

– kota besar di pulau Jawa, membuat Kota Semarang rawan terhadap penyakit yang dapat 

berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat serta tidak mengenal batas 

wilayah administrasi. Selanjutnya berbagai penyakit baru ”New emerging diseases” 

ditemukan, serta kecenderungan meningkatnya kembali beberapa penyakit yang selama ini 

sudah berhasil dikendalikan ”re – emerging diseases”. 

Amanat pelaksanaan pembangunan kesehatan dituangkan dalam ASTA CITA 

Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia 

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya 

pembangunan kesehatan di Kota Semarang, dalam RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk 

mendukung misi Wali Kota Semarang yaitu misi kedua : ”Mewujudkan kesehatan seluruh 

masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek 

pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.” 

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Akuntabilitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah, khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan 

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), penyusunan LKj-IP merupakan 
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bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki acuan pembangunan kesehatan konsep 

paradigma Semarang Sehat, yaitu pembangunan kesehatan yang memberikan prioritas 

utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit 

(preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan / pengobatan (kuratif) dan 

pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan tujuan 

akhir untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Setiap   instansi   pemerintah   sebagai   unsur   penyelenggara   pemerintahan   

negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu  perencanaan  

strategis  yang  ditetapkan  oleh  masing-masing  instansi  (Inpres  No  7  Tahun  1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pertanggungjawaban  dimaksud  berupa  laporan  

yang  disampaikan  kepada  atasan  masing-masing,  lembaga-lembaga  pengawasan  dan  

penilaian akuntabilitas,  dan  akhirnya disampaikan kepada  Presiden  selaku  kepala 

pemerintahan.  Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKj-IP) Dinas  Kesehatan Kota  

Semarang selaku  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) memiliki  kewajiban  untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKj-IP)  yang  dilengkapi  dengan  penetapan  kinerja  

sesuai   dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 

2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis (Renstra), 

yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.   

 

B. LANDASAN HUKUM 

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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4. Peraturan Presiden no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah OPD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; 

8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

 

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Pada tahun 2021 telah ditetapkan perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan 

melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. Mengacu pada Perwal tersebut, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu 

Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai  fungsi, sebagai berikut; 

a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; 

b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; 

c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan 

Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, 

RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;  

e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;  

g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang 

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber 

Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;  
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i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan 

Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan 

Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, RSD, Puskesmas, dan UPTD;  

j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Ditinjau dari jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang 

merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kesehatan. Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021 ditetapkan 

dengan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Semarang yang 

dilakukan atas dasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, dengan struktur organisasi terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan; 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 

g. Rumah Sakit Daerah; 

h. Puskesmas; 

i. UPTD; 

j. Jabatan Fungsional. 

 

Saat ini Dinas Kesehatan Kota Semarang membawahi 39 Puskesmas, Instalasi 

Farmasi, dan Laboratorium Kesehatan. Selain itu Kota Semarang telah memiliki dua 

Rumah Sakit Daerah (RSD), yaitu RSD K.R.M.T. Wongsonegoro dan RSD Mijen. 

  

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut melalui Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan struktur 

organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut: 
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Gambar 1. 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

 

D. PERMASALAHAN UTAMA 

Permasalahan kesehatan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan kesehatan seluruh 

masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek 

pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi sesuai visi misi Wali Kota Semarang, pada 

tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 

1. Terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan 

berbasis lingkungan seperti DBD, malaria, leptospirosis, penyakit pernapasan 

(ISPA), serta masalah kesehatan akibat panas ekstrem seperti heat stroke. 

Dampak lain meliputi gangguan pencernaan akibat air bersih yang berkurang 

(diare), malnutrisi dari kegagalan panen, serta masalah mental. Maka perlu upaya 

meningkatkan kesehatan lingkungan melalui pembiasaan perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS), serta pemantauan sanitasi total berbasis Masyarakat seperti 

pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair, cuci tangan pakai sabun, hingga 

sanitasi yang layak.   

2. Optimalisasi aktivitas fisik dalam penerapan pola hidup sehat sehari-hari. Aktifitas 

fisik yang diadaptasi menjadi gaya hidup dan kebiasaan akan meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, sebagai upaya pencegahan (preventif) dari berbagai penyakit, 

sehingga perlu komitmen dari para pemangku wilayah untuk melalui kebijakan 

yang mendukung pembiasaan aktivitas fisik di masyarakat. 

 

https://www.google.com/search?q=heat+stroke&sca_esv=17378aafe0064306&biw=1920&bih=945&sxsrf=ANbL-n6Qr8ulZ1CleqMSa7MuTD4EFnci8g%3A1770872084529&ei=FF2NaaGDIIevseMPqO-5yAE&oq=dampak+perubahan+iklim+terhadap+kese&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJGRhbXBhayBwZXJ1YmFoYW4gaWtsaW0gdGVyaGFkYXAga2VzZSoCCAEyCRAAGAsYgAQYCjIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyCRAAGAsYgAQYCjIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjCdVAAWKddcAF4AZABAJgBf6ABlhWqAQQzNC4zuAEByAEA-AEBmAImoALhFsICChAjGJ4GGPAFGCfCAgQQIxgnwgILEAAYgAQYigUYkQLCAhEQLhiABBixAxiDARjHARjRA8ICCBAAGIAEGLEDwgIOEC4YgAQYsQMYxwEY0QPCAgoQIxiABBiKBRgnwgIFEC4YgATCAg4QLhiABBiKBRixAxiDAcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAggQLhiABBixA8ICHRAuGIAEGLEDGMcBGNEDGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBwgIIEC4YsQMYgATCAgQQLhgDwgIXEC4YgAQYsQMYlwUY3AQY3gQY3wTYAQHCAggQABiABBjLAcICChAAGIAEGMsBGArCAg0QABixAxiABBiKBRhDwgIKEAAYQxiABBiKBcICCBAAGLEDGIAEmAMAugYGCAEQARgUkgcEMzQuNKAHl9ACsgcEMzMuNLgH2xbCBwswLjI1LjEwLjIuMcgHpAGACAE&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwjdu_qrudOSAxUe1jgGHUraI2MQgK4QegYIAQgAEAQ
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E. SISTEMATIKA LAPORAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek strategis 

organisasi serta permasalahan umum (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja dan rencana kerja dan 

anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi. 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan analisis capaian kinerja yang telah di 

perjanjian pada tahun 2024. 

 

BAB IV PENUTUP  

Berisikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta upaya yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja berikutnya. 

 

Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-

2029 Pemerintah Kota Semarang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 8 Tahun 2025 memuat Visi pembangunan Kota Semarang yaitu yaitu menjadikan 

Kota Semarang Kota Ekonomi Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif, 

dengan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah yaitu : 

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial Masyarakat toleran 

dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan Pembangunan 

manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian. 

2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu 

dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. 

3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, 

dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak. 

4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan 

membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, 

dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi 

digital. 

5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan 

aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan. 

6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus 

peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi Masyarakat. 

7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, 

dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.   

 

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 

mendukung visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka mewujudkan 

pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, 

tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang ditetapkan dengan 

mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai acuan kontribusi Dinas 

Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam 

mencapai visi dan misi bidang kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis 

Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya masyarakat sehat di setiap 

siklus kehidupan dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup. 
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Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kota Semarang merumuskan 4 

(empat) sasaran strategis, yaitu : 

1. Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (accessible); 

2. Meningkatkan kapasitas (ketersediaan) sumber daya kesehatan; 

3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam Kesehatan; 

4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah. 

 

Guna mencapai keempat sasaran strategis tersebut, maka dirumuskan tujuan dan 

sasaran. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukan tingkat 

prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan lima tahun yang selanjutnya akan 

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Perumusan tujuan ini 

merupakan salah satu tahapan perumusan kebijakan yang memiliki titik kritis dalam 

penyusunan Renstra. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.  

 

Tabel 1. 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 

Visi :  Kota Ekonomi Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif. 

Misi ke-2 :  Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada 
kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan 
rehabilitasi 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatny
a 
masyarakat 
sehat di 
setiap siklus 
kehidupan 

Sasaran 1: 
Meningkatnya 
layanan 
kesehatan 
yang merata, 
terintegrasi, 
berkualitas, 
dan 
berkesinambu
ngan  melalui 
pengendalian 
penyakit 

 
Pendekatan 
kesehatan 
masyarakat 
terpadu dan 
berkesinambun
gan 

1. Penguatan Layanan 
Kesehatan Ibu dan Anak 
berbasis siklus hidup 

2. Penguatan Gizi 
Masyarakat 

3. Penguatan Promosi 
Kesehatan dan 
Peningkatan kualitas 
kesehatan lingkungan 

 Pengendalian 
penyakit 
terintegrasi 
berbasis 
pemetaan 
resiko dan 
masalah 
kesehatan 
wilayah 

1. Pengendalian penyakit 
menular berbasis pemetaan 
resiko kesehatan dan 
prioritas intervensi wilayah  

2. Pengendalian penyakit tular 
vektor dan zoonotik 
berbasis pemetaan resiko 
kesehatan dan prioritas 
intervensi wilayah 
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Visi :  Kota Ekonomi Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif. 

Misi ke-2 :  Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada 
kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan 
rehabilitasi 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

3. Pengendalian penyakit tidak 
menular berbasis pemetaan 
resiko kesehatan dan 
prioritas intervensi wilayah 

Peningkatan 
Penyelenggara
an Pelayanan 
Kesehatan 

1. Penguatan layanan primer 
berbasis masyarakat yang 
terintegrasi dengan sistem 
rujukan yang efisien 

2. Penguatan layanan 
kesehatan lanjutan 

3. Penguatan Pengelolaan 
Pendanaan [pembiayaan] 
Kesehatan 

 Penguatan 
upaya 
pembangunan 
sumber daya 
kesehatan 
untuk 
mendukung 
layanan 
kesehatan yang 
berkualitas dan 
merata 

Perencanaan kebutuhan dan 

pemenuhan SDM kesehatan 

berbasis analisis situasi dan 

beban kerja serta peningkatan 

kualitas melalui diklat dan 

pengembangan profesional 

berkelanjutan 

 Meningkatnya 
ketersediaan 
obat PKD, obat 
program dan 
vaksin serta 
perbekalan di 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

1. Pengembangan sistem 
informasi dan teknologi 
kesehatan yang terpadu 
berbasis digital 
2. Peningkatan ketersediaan 
dan akses obat vaksin, alat 
kesehatan dan perbekalan 
kesehatan yang bermutu, aman 
dan terjangkau 
3. Peningkatan pengawasan 
dan pembinaan terhadap usaha 
pengan industri rumah tangga 

Sasaran 2 : 
meningkatka
n 
pemberdaya
an gaya 
hidup sehat 
pada 
masyarakat 
melalui 
penguatan 
kesadaran 

 
Pemberdayaan 
masyarakat 
dengan 
pendekatan 
kolaborasi 
lintas sektoral 

Peningkatan kapasitas dan 

peran serta masyarakat dalam 

upaya pomotif dan preventif 

serta memperkuat kemitraan 

lintas sektor dan lintas program 
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Visi :  Kota Ekonomi Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif. 

Misi ke-2 :  Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada 
kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan 
rehabilitasi 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

dan 
pengetahuan 
dan 
penerapan 
untuk hidup 
sehat 

Sasaran 3 : 
Meningkatny
a kualitas 
kinerja 
pelayanan 
Dinas 
Kesehatan 

Meningkatkan 
tata kelola 
perencanaan, 
penganggaran, 
keuangan dan 
kepegawaian 
yang 
profesional dan 
akuntabel 

1. Penguatan perencanaan 
dan penganggaran berbasis 
kinerja 

2. Penguatan tata kelola 
kepegawaian yang 
transparan, akuntabel dan 
berbasis kinerja 

 Sasaran 4 : 
Meningkatny
a mutu 
pelayanan 
Rumah Sakit 
Umum 
Daerah 
(RSUD) 
Mijen 

 
Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan Peningkatan Mutu Pelayanan 

Rumah Sakit 
 

Sasaran 5: 
Meningkatny
a Kualitas 
Kinerja 
Pelayanan 
BLUD RSUD 
KRMT 
Wongsonego
ro 

Meningkatkan 
tata kelola 
perencanaan, 
penganggaran, 
keuangan dan 
kepegawaian 
yang 
profesional dan 
akuntabel 

1. Penguatan perencanaan 
dan penganggaran berbasis 
kinerja 

2. Penguatan tata kelola 
kepegawaian yang 
transparan, akuntabel dan 
berbasis kinerja 

Sasaran 6: 
Meningkatny
a mutu 
pelayanan 
Rumah Sakit 
Umum 
Daerah 
(RSUD) 
K.R.M.T. 
Wongsonego
ro Kota 
Semarang 

Peningkatan 
kapasitas 
kelembagaan 

Peningkatan Mutu Pelayanan 
Rumah Sakit 
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Tabel 2 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah   

Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029 

Tujuan/Sasaran 
Indikator kinerja 
Tujuan/ sasaran 

Satuan 
Target Capaian 

Target Akhir 
Periode 
Renstra 

2025 2026 2027 2028 2029  

1 2 3 4 5 

Meningkatnya masyarakat 
sehat di setiap siklus 
kehidupan 

Angka Harapan Hidup Tahun 
78.38 78.52 78.67 78.82 78.96 

Meningkatnya layanan 
kesehatan yang merata, 
terintegrasi, berkualitas, 
dan berkesinambungan  
melalui pengendalian 
penyakit 

Jumlah Kematian Ibu jumlah kematian 13 13 13 12 12 

Angka Kematian Balita per 1000 KH 9.02 8.97 8.91 8.85 8.79 

Persentase penurunan kasus 
stunting EPPBGM 

persen 
0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 

Angka populasi bebas penyakit 
menular 

angka 
71 72 78 81 83 

Angka populasi bebas penyakit 
tidak menular 

angka 50 52 54 81 83 

Persentase fasilitas kesehatan 
sesuai standar   

persen 60% 60% 70% 80% 90% 

Cakupan kepesertaan jaminan 
kesehatan nasional 

persen 100% 100% 100% 100% 100% 

Rasio tenaga medis dan tenaga 
kesehatan terhadap populasi 

rasio 6.25 6.29 6.33 6.37 6.41 

Persentase pangan industri 
rumah tangga aman dan bermutu 

persen 80% 82% 84% 86% 88% 

Meningkatnya 
pemberdayaan gaya 
hidup sehat pada 
masyarakat melalui 
penguatan kesadaran, 
pengetahuan dan 
penerapan untuk hidup 
sehat  

Persentase kelurahan yang 
memiliki kebijakan untuk 
meningkatkan aktivitas fisik 

persen 1,31 10,17 20,34 24,86 29,38 
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Tujuan/Sasaran 
Indikator kinerja 
Tujuan/ sasaran 

Satuan 
Target Capaian 

Target Akhir 
Periode 
Renstra 

2025 2026 2027 2028 2029  

1 2 3 4 5 

Meningkatnya kualitas 
kinerja pelayanan Dinas 
Kesehatan 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas 
Kesehatan 

Angka 
80,45 81,5 82,25 83,3 84,32 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
Dinas Kesehatan 

Angka 
95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 

Meningkatnya mutu 
pelayanan Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) 
Mijen 

Net Death Rate (NDR) RSUD 
Mijen  

Permil 35 33 30 28 26 

Meningkatnya Kualitas 
Kinerja Pelayanan BLUD 
RSUD KRMT 
Wongsonegoro 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 
RSUD K.R.M.T Wongsonegoro 
(Angka) 

Angka 

80 80 
80 

80 80 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
RSUD K.R.M.T. Wongosnegoro 
(Angka) 

Indeks 
89 89 89 89 89 

Meningkatnya mutu 
pelayanan Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) 
K.R.M.T. Wongsonegoro 
Kota Semarang 

Net Death Rate (NDR) RSUD 
K.R.M.T. Wongsonegoro 

Permil 

28 28 27 27 26 

 
 
 
 

Sumber data: Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2025-2029
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B. INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029 

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG 
 

NO INDIKATOR 
TARGET CAPAIAN 

KONDISI 
KINERJA 

AKHIR 
PERIODE 
RPJMD 

2025 2026 2027 2028 2029 
1 Rasio daya tampung rumah sakit 

terhadap jumlah penduduk 
0,39 0,41 0,42 0,44 0,45 

2 Persentase rumah sakit rujukan 
tingkat kab/kota yang 
terakreditasi 

99,21 100 100 100 100 

3 Persentase Ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
Kesehatan sesuai standar 

100 100 100 100 100 

4 Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
persalinan sesuai standar 

100 100 100 100 100 

5 Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 
Kesehatan sesuai standar 

100 100 100 100 100 

6 Cakupan pelayanan Kesehatan 
balita sesuai standar 

100 100 100 100 100 

7 Persentase anak usia 
Pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
Kesehatan sesuai standar 

100 100 100 100 100 

8 Persentase penduduk usia 
produktif yang mendapatkan 
skrining Kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100 100 100 

9 Persentase usia lansia yang 
mendapatkan skrining 
Kesehatan sesuai standar 

100 100 100 100 100 

10 Persentase penderita hipertensi 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

100 100 100 100 100 

11 Persentase penderita diabetes 
melitus yang mendapatkan 
pelayanan Kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100 100 100 

12 Persentase orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) berat 
yang mendapatkan pelayanan 
Kesehatan jiwa sesuai standar 

100 100 100 100 100 
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NO INDIKATOR 
TARGET CAPAIAN 

KONDISI 
KINERJA 

AKHIR 
PERIODE 
RPJMD 

2025 2026 2027 2028 2029 
13 Persentase orang terduga 

tuberculosis mendapatkan 
pelayanan TBC sesuai standar 

100 100 100 100 100 

14 Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi human 
immunodeficiency virus (HIV) 
mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai standar 

100 100 100 100 100 

15 Angka kematian ibu (AKI) per 
100.000 kelahiran hidup 

74,71 68,96 63,21 57,47 57,47 

16 Angka kematian bayi (AKB) per 
1000 kelahiran hidup 

7,93 7,87 7,82 7,76 7,70 

17 Angka kematian balita (AKABA) 
per 1000 kelahiran hidup 

9,02 8,97 8,91 8,85 8,79 

18 Net Death Rate (NDR) RSUD 
Mijen (Permil) 

35 33 30 28 26 

19 Net Death Rate (NDR) RSUD 
KRMT Wongsonegoro (Permil) 

28 27,5 27,05 26,5 26,05 

20 Cakupan Imunisasi Lengkap (%) 80 85 90 93 95 

21 Jumlah Kasus Kematian Ibu 13 13 13 12 12 

22 Prevalensi Stunting (pendek dan 
sangat pendek) pada balita (%) 

10,64 8,88 7,72 6,56 5,4 

23 Angka keberhasilan pengobatan 
tuberkulosis (treatment success 
rate) (%) 

90 90,5 91 91,5 92 

24 Cakupan kepesertaan jaminan 
kesehatan nasional (%) 

100 100 100 100 100 

Sumber Data: RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 

 
 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Bentuk upaya untuk mewujudkan target kinerja tahunan Dinas Kesehatan tertuang dalam 

perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. 

 
Tabel 4. 

PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2025 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

MISI II.   MEWUJUDKAN KESEHATAN SELURUH MASYARAKAT YANG BERFOKUS PADA 
KEBUTUHAN INDIVIDU DENGAN MENGUTAMAKAN ASPEK PENCEGAHAN, 
PENGOBATAN, DAN REHABILITASI. 

1 Meningkatkan upaya 
Kesehatan yang tercapai 
(accessible), terjangkau 
(affordable) dan bermutu 

1 Angka Kematian Bayi 6,05 per 1000 KH 

2 Angka Kematian Ibu 71,31 per 100.000KH 

3 Angka Morbiditas 12,68 per 1000 
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D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam 

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 

2025 yang terdiri atas 5 (lima) program sebagai berikut: 

Tabel 5 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

 

No PROGRAM ANGGARAN KET 

1. 
Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 
Rp. 380.524.164.121 

APBD/DAU/B

LUD 

2. 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Rp. 248.447.225.200 
APBD/Dana 

Transfer 

3. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Kesehatan 
Rp. 2.207.418.893 APBD/BOK 

4. 
Program Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan dan Makanan Minuman 
Rp. 620.980.734 APBD/BOK 

5. 
Program Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan 
Rp. 476.828.492 APBD/BOK 

 JUMLAH         Rp. 632.276.617.440  

 

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Kesehatan adalah 

sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2 Meningkatkan kapasitas 
sumber daya Kesehatan 

1 Persentase pelayanan 
kefarmasian di sarana 
kesehatan sesuai standar 

60% 

2 Rasio tenaga Kesehatan 
terhadap jumlah penduduk 

7,58 per 1000 penduduk 

3 Meningkatkan 
keberdayaan 
(mampu) dan kemandirian 
masyarakat dalam 
kesehatan 

1 Proporsi kelurahan siaga 
aktif mandiri 

67,23% 

4 Meningkatkan kualitas 
kinerja pelayanan 
perangkat daerah 

1 NILAI AKIP 79,85 

5 Tercapainya target 
pendapatan Dinas 
Kesehatan Kota 
Semarang untuk 
mendukung tercapainya 
PAD Kota Semarang 

1 Jumlah Pendapatan pada 
Dinas Kesehatan Kota 
Semarang 

Rp. 88.681.837.339 
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Program ini diarahkan untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan sarana 

prasarana untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah. 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat. Program ini diarahkan pada pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.  

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program ini 

diarahkan pada peningkatan kompetensi (kemampuan) individu untuk 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Sumber daya manusia dalam sektor kesehatan merupakan 

aspek yang penting karena merupakan input (masukan) dalam pelaksanaan 

program pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan status 

kesehatan masyarakat. 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program ini 

diarahkan pada pengelolaan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, mutu 

sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman industri rumah tangga. 

Perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai perlu memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan 

kemampuan masyarakat. 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program ini diarahkan 

pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan mengembangkan 

kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam 

mengatasi permasalahan kesehatan serta memanfaatkan sumber daya melalui 

program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. 

 

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan RPJMD, dari tahun 2021-2026 menjadi 

2025–2029, dimana sebagai upaya peningkatan derajat kesehaan masyarakat yang 

berkualitas, merata dan berkesinambungan, dengan indeks kesehatan sebagai tolok 

ukur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan dokumen rencana strategis tahun 2021 – 2026, perencanaan 

kinerja Dinas Kesehatan yang dijabarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 6 
MATRIKS PERENCANAAN KINERJA  

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026 
 

Tujuan/ Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Target 

2022 2023 2024 2025 2026 

Tujuan:  
Meningkatkan kualitas 
dan pemerataan 
pelayanan kesehatan 

Angka Harapan Hidup 77,38 77,40 77,42 77,44 77,46 

Sasaran 1: 
Meningkatkan upaya 
Kesehatan yang tercapai 
(accessible), terjangkau 
(affordable), dan bermutu 

Angka Kematian Bayi 
[per 1000 KH] 

6,08 6,07 6,06 6,05 6,04 

Angka Kematian Ibu 
[per 100.000 KH] 

71,34 71,33 71,32 71,31 71,30 

Angka Morbiditas 
[per 1000 penduduk] 

11,71 11,21 10,71 10,21 9,71 

Sasaran 2: 
Meningkatkan kapasitas 
sumber daya Kesehatan 

Rasio tenaga 
Kesehatan terhadap 
jumlah penduduk 
[per 1000 penduduk] 

1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 

Proporsi pelayanan 
kefarmasian di sarana 
kesehatan sesuai 
standar 
[persentase] 
 

30 40 50 60 70 

Sasaran 3: 
Meningkatkan 
keberdayaan (mampu) 
dan kemandirian 
masyarakat dalam 
Kesehatan 

Proporsi kelurahan 
siaga aktif mandiri 
[persentase] 

22,00 22,60 23,16 23,73 24,30 

Sasaran 4: 
Meningkatkan kualitas 
kinerja pelayanan 
perangkat daerah 

Nilai AKIP 
[Nilai] 

72,40 72,45 72,50 72,55 72,60 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, melalui sistem pertanggungjawaban yang 

transparan, terukur, dan periodik. Akuntabilitas merupakan bagian dari SAKIP (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).  

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai, serta  hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja 

sasaran dengan capaian/realisasi yang didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Perubahan 

Tahun Anggaran 2025.  

Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan awal tahun melalui 

perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2025 target kinerja 

tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui gap kinerja. Selisih yang 

timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa 

mendatang. 

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala 

pengukuran yang mengacu pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan sebagai berikut: 

 

Tabel 7 

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA 

No INTERVAL NILAI REALISASI 
KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 
REALISASI KINERJA 

1 91% ≤ 100%  Sangat Tinggi 

2 76% ≤ 90%  Tinggi 

https://www.google.com/search?q=Sistem+Akuntabilitas+Kinerja+Instansi+Pemerintah&oq=akuntabilitas+kinerja&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyCQgBEEUYORiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAAGBYYHjIICAgQABgWGB4yCAgJEAAYFhge0gEJNDkxMWowajE1qAIIsAIB8QUkoiQMgfTXbw&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiNj_Lw682SAxXMWXADHdccNIMQgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=Sistem+Akuntabilitas+Kinerja+Instansi+Pemerintah&oq=akuntabilitas+kinerja&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyCQgBEEUYORiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAAGBYYHjIICAgQABgWGB4yCAgJEAAYFhge0gEJNDkxMWowajE1qAIIsAIB8QUkoiQMgfTXbw&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiNj_Lw682SAxXMWXADHdccNIMQgK4QegQIARAB
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3 66% ≤ 75%  Sedang 

4 51% ≤ 65%  Rendah 

5 ≤ 50%  Sangat Rendah 

 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat 

dimaknai sebagai berikut:  

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan 

berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.  

2. Hasil Sedang  

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi 

persyaratan minimal.  

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah  

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih 

dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Capaian kinerja organisasi ini menjelaskan capaian kinerja secara umum berdasarkan 

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Sasaran strategis yang terkait ini digabungkan dalam 

satu analisis. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan 

realisasinya.  

 

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Ringkasan capaian kinerja pada indikator kinerja utama yang merupakan hasil 

capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan rencana kerja perubahan tahun 2025 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 

Sasaran Strategis Indikator Sasaran 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 

KRITERIA 
Target Realisasi  

Capaian 
(%) 

Sasaran I: 
Meningkatkan upaya 
Kesehatan yang 
tercapai (accessible), 
terjangkau (affordable), 
dan bermutu 

Angka Kematian Ibu 
[per 100.000 KH] 

71,31 79,86 88,01 Tinggi 

Angka Kematian 
Bayi 
[per 1.000 KH] 

6,05 7,47 76,53 Tinggi 

Angka Morbiditas 
[per 1000 penduduk] 

12,68 12,69 99,92 Sangat 
Tinggi 
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Sasaran Strategis Indikator Sasaran 
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 

KRITERIA 
Target Realisasi  

Capaian 
(%) 

Sasaran II: 
Meningkatkan kapasitas 
sumber daya Kesehatan 

Rasio tenaga 
Kesehatan terhadap 
jumlah penduduk 
[per 1000 penduduk] 

6,25 8,93 142,88 Sangat 
Tinggi 

Proporsi pelayanan 
kefarmasian di 
sarana kesehatan 
sesuai standar 
[persentase] 

60 78,65 131,08 Sangat 
Tinggi 

Sasaran III: 
Meningkatkan 
keberdayaan (mampu) 
dan kemandirian 
masyarakat dalam 
Kesehatan 

Proporsi kelurahan 
siaga aktif mandiri 
[persentase] 

50,85 69,49 136,66 Sangat 
Tinggi 

Sasaran IV: 
Meningkatkan kualitas 
kinerja pelayanan 
perangkat daerah 

Nilai AKIP 
[Nilai] 

72,55 80,90 111,51 Sangat 
Tinggi 

 

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 

Tahun 2025 sebagian besar realisasi kinerja telah sesuai atau melebihi dari target yang 

telah ditetapkan pada masing-masing indikator, dengan skala pengukuran realisasi 

kinerja rata-rata termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Terdapat dua indikator yang tidak 

memenuhi target yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. 

 

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan 

Tahun Lalu 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun lalu (N-1) 

menjadi semakin penting untuk membantu Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam 

membuat kebijakan yang tepat dalam penyusunan program/kegiatan pada periode 

selanjutnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9 

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 REALISASI REALISASI 

TARGET REALISASI % KRITERIA 
TAHUN 

2023 
TAHUN 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Angka Kematian 
Ibu 
[per 1000 KH] 

71,31 79,86 88,01 Tinggi 79,80 80,44 

2 Angka Kematian 
Bayi 
[per 100.000 KH] 

6,05 7,47 76,53 Tinggi 7,09 7,99 

3 Angka Morbiditas 
[per 1000 
penduduk] 

12,68 12,69 99,92 Sangat 
Tinggi 

12,51 12,69 
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NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 REALISASI REALISASI 

TARGET REALISASI % KRITERIA 
TAHUN 

2023 
TAHUN 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4 Rasio tenaga 
Kesehatan 
terhadap jumlah 
penduduk 
[per 1000 
penduduk] 

6,25 8,93 142,88 Sangat 
Tinggi 

1,72 7,57 

5 Proporsi 
pelayanan 
kefarmasian di 
puskesmas 
sesuai standar 
[persentase] 

60 78,65 131,08 Sangat 
Tinggi 

43,53 50 

6 Proporsi 
kelurahan siaga 
aktif mandiri 
[persentase] 

50,85 69,49 136,66 Sangat 
Tinggi 

66,10 66,67 

7 Nilai AKIP 
[Nilai] 

72,55 80,90 111,51 Sangat 
Tinggi 

78,65 79,70 

Sumber Data: Dinas Kesehatan, https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/ 

 

ANGKA KEMATIAN IBU 

Tahun 2025 jumlah kematian ibu di Kota Semarang sama dengan tahun sebelumnya 

yaitu 14 kasus kematian ibu. Namun Angka Kematian Ibu menurun 80,44 per 100.000 

kelahiran hidup pada tahun 2024, menjadi 79,82 di tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya 

peningkatan jumlah kelahiran hidup dari tahun sebelumnya.  

Gambar 2 

KEMATIAN IBU KOTA SEMARANG 

 

Sumber data: Transformasi Kesehatan Bidang Kesehatan Msyarakat 

 

Kematian ibu berdasarkan status obstetrinya terdapat 15% kematian ibu terjadi pada 

masa kehamilan, sedangkan 85% lainnya pada masa nifas. Nifas adalah masa pemulihan 
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setelah melahirkan berlangsung selama 4-6 minggu, dimana penyebab langsung kematian 

ibu hamil antara lain syok sepsis, HELLP syndrome, cardiomyopati, pre eklampsi, atelectasis 

(TBC), DIC, multi organ failure, syok heamoragic dan syok hipovalemik.  

Penurunan angka kematian ibu salah satunya merupakan hasil dari implementasi inovasi 

PERMAISURI (Pemantauan Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan), serta 

kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat, khususnya 1.575 kader kesehatan se-

Kota Semarang untuk melakukan sweeping ibu hamil di Tingkat RW dan RT, yang dilaporkan 

melalui aplikasi TEMAN BUNDA. 

Peningkatan capaian Kesehatan Ibu dan Anak yang ditunjukkan dengan semakin 

banyaknya ibu hamil yang mendapat skrining per-eklampsia, serta menurunnya ibu hamil 

dengan kekurangan energi kronik (KEK) secara signifikan pada tahun 2025 dari 16% menjadi 

3,77%. 

 

ANGKA KEMATIAN BAYI 

Angka kematian bayi pada tahun 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan 

sebelumnya. Secara jumlah, kematian bayi terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir sejak 

2023 sebanyak 142 kasus, tahun 2024 terdapat 139 kasus kematian bayi, sedangkan di tahun 

2025 turun menjadi 131 kasus. Dimana lebih dari setengahnya terjadi pada usia bayi 0-7 hari 

(neonatal dini),  dengan 75 kasus terjadi pada bayi prematur atau usia kehamilan < 37 minggu 

saat lahir, dan 59% kematian bayi dilahirkan dari ibu hamil berisiko. Adapun penyebab 

kematian bayi antara lain asfiksia respiratory distres, BBLR/prematur, sepsis, kelainan 

kongenital, dan pneumonia. 

Tahun 2025 jumlah kelahiran hidup di Kota Semarang meningkat dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran hidup di tahun 2024 sebanyak 17.401 sedangkan di 

tahun 2025 sebanyak 17.531 kelahiran hidup. Namun jumlah ini jauh menurun dibandingkan 

kelahiran hidup tahun 2023 sebanyak 20.047. Hal ini disebabkan karena: 

1. Keberhasilan program keluarga berencana (KB) dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam penggunaan kontrasepsi modern mencapai 65 persen yang berdampak 

menurunnya kelahiran hidup; 

2. Dampak perubahan iklim menyebabkan pre-eklampsia, berat badan bayi lahir rendah, 

dan prematur, sehingga meningkatkan risiko kematian bayi maupun ibu; 

3. Perubahan gaya hidup (perilaku) menyebabkan jumlah ibu hamil usia kurang dari 20 

tahun meningkat, hal ini merupakan bumil beresiko tinggi; 

4. Adanya tren penurunan angka pernikahan di Kota Semarang sejak tahun 2022 hingga 

2025;  

5. Pergeseran nilai dan prioritas hidup, dimana generasi muda kini lebih 

mempertimbangkan aspek ekonomi, keseimbangan hidup, dan kesehatan mental, 
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sehingga cenderung memilih jumlah anak yang lebih sedikit atau menunda memiliki 

anak. 

 

Gambar 3 

KEMATIAN BAYI KOTA SEMARANG 

 

Adanya inovasi KRISNNA (Kolaborasi bersama lintas sektor dalam penanganan dan 

intervensi bayi kedil serta keluarga) berdampak positif pada berat badan dan pertumbuhan 

bayi. Rata-rata dalam 1 (satu) minggu perawatan mampu meningkatkan berat badan kurang 

lebih 1000 – 3000 gram tergantung kondisi masing-masing bayi. 

Pada tahun 2025 terjadi penurunan tingkat kelahiran (fertility rate), jumlah anak yang 

dilahirkan oleh setiap perempuan selama masa reproduksi. Penurunan tingkat kelahiran yang 

terjadi bersamaan dengan peningkatan usia harapan hidup, yang akan berdampak pada 

bertambahnya populasi usia tua. Tiga faktor yang mempengaruhi fertilitas menurut John 

Aitken (University of Newcastle Australia) yaitu sosial-edukasi, lingkungan-gaya hidup dan 

evolusi. Proyeksi penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2010-

2035, angka kelahiran terus menunjukkan penurunan hingga menjadi 4,29 juta jiwa pada 

2035. Sebaliknya, angka kematian mengalami tren kenaikan hingga mencapai 2,68 jiwa pada 

2035. 

Kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB), yakni dengan 

menunda usia pernikahan, mengatur jarak kelahiran anak, serta membatasi jumlah anak 

membuat angka kelahiran bayi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara angka 

kematian justru terlihat meningkat seiring makin banyaknya penduduk lanjut usia yang tutup 

usia. 
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Gambar 4 

TREN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 

 

Sumber data : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/20/2010-2035-angka-kelahiran-turun-sedangkan-angka-

kematian-naik 

 

Angka Morbiditas  

Angka morbiditas (angka kesakitan) adalah indikator kesehatan yang 

menggambarkan jumlah penderita penyakit, keluhan kesehatan, atau kejadian penyakit dalam 

suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Angka ini mengukur tingkat kesakitan, bukan 

kematian (mortalitas), dan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat atau 

keberhasilan program kesehatan.  

Penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan utama yang banyak dialami 

oleh masyarakat Kota Semarang. Sebagai upaya preventif, survei dan program Penyakit 

Tidak Menular (PTM) 2025 difokuskan pada deteksi dini melalui skrining nasional gratis bagi 

seluruh warga negara Indonesia mulai Februari 2025, menyasar hipertensi, diabetes, dan 

kanker. Upaya ini ditargetkan terjadi penurunan 25% kematian akibat PTM, pengurangan 

merokok, alkohol, dan obesitas. PTM kini semakin mengintai usia muda akibat gaya hidup 

tidak sehat. Bahkan, penurunan kualitas udara dinyatakan sebagai faktor risiko kematian 

kelima tertinggi di Indonesia, setelah hipertensi, gula darah tinggi, merokok, dan obesitas. 
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Gambar 5 

10 BESAR PENYAKIT TAHUN 2025 KOTA SEMARANG 

 

  Sumber data: https://lekminkes.dinkes.semarangkota.go.id/home/penyakit 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa 10 besar penyakit di Kota 

Semarang sepanjang tahun 2025 sesuai urutan dan kode ICD adalah sebagai berikut: 

1. J06 = ISPA 

2. I10 = Hipertensi 

3. J00 = Flu 

4. J02 = Radang tenggorokan 

5. R50 = Panas (Demam) 

6. E11 = Diabetes Militus 

7. K30 = Dispepsi 

8. R03 = Tekanan darah tinggi atau rendah secara incidental 

9. M79.1 = Myalgia 

10. A09 = Diare (karena Bakteri) 

 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) masih menjadi masalah terbanyak yang 

terjadi di Kota Semarang pada tahun 2024 dan 2025, yang membuat masyarakat berkunjung 

ke fasilitas kesehatan. ISPA merupakan salah satu penyakit pernapasan yang umum terjadi 

di Indonesia. Istilah medis ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis infeksi yang 

mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas dan bawah, termasuk hidung, tenggorokan, 

sinus, bronkus, dan paru-paru. Infeksi saluran pernapasan akut bisa disebabkan oleh 

berbagai agen penyebab, seperti virus, bakteri, atau bahkan jamur.  

Dampak buruk dari penurunan kualitas udara sangat jelas. Terutama yang tinggal di 

perkotaan, berisiko lebih tinggi terkena ISPA karena paparan polusi udara. Partikel-partikel 
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berbahaya seperti debu halus, asap kendaraan bermotor, dan polusi industri dapat merusak 

saluran pernapasan dan memicu infeksi.  

Hipertensi masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh 

masyarakat Kota Semarang pada tahun 2025. Hipertensi (tekanan darah tinggi) terjadi ketika 

tekanan di pembuluh darah terlalu tinggi (140/90 mmHg atau lebih tinggi). Hal ini biasa terjadi, 

namun bisa menjadi serius jika tidak diobati. Hal-hal yang meningkatkan risiko terkena 

tekanan darah tinggi antara lain: 

● Usia yang lebih tua  

● Genetika 

● Kelebihan berat badan atau obesitas 

● Tidak aktif secara fisik  

● Diet tinggi garam 

● Minum terlalu banyak alkohol 

Adapun intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak hipertensi dengan 

cara: 

1. Modifikasi pola makan dengan mengurangi asupan garam <6gr per hari serta 

meningkatkan asupan sayur/buah 

2. Menyesuaikan berat badan ideal sesuai dengan analisa IMT (BB/TB2) 

3. Mengagendakan aktivitas fisik seperti dengan latihan aerobik ringan selama 30 menit/hari 

atau 210 menit/minggu 

4. Berhenti merokok dan atau hindari asap rokok bagi yang tidak merokok 

5. Bagi penderita, rutin meminum obat hipertensi dan cek tekanan darah setiap bulan di 

Puskesmas atau Posbindu 

6. Mengedukasi dan mengajak anggota keluarga untuk menerapkan GERMAS dirumah; 

Perubahan iklim memicu peningkatan kasus flu (influenza) yang menyebabkan flu 

berada di peringkat ketiga 10 besar penyakit di Kota Semarang. Penyakit ini salah 

satunya akibat cuaca yang tidak menentu, fluktuasi suhu ekstrem, dan kelembapan tinggi, 

yang melemahkan daya tahan tubuh serta mempermudah penyebaran virus. Kondisi ini 

menyebabkan sistem imun menurun, mempercepat pertumbuhan virus, dan meningkatkan 

aktivitas di dalam ruangan yang mempermudah penularan.  

 

Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk 

Rasio tenaga kesehatan kota menggambarkan tingkat ketersediaan dan sebaran 

tenaga kesehatan untuk melayani jumlah penduduk tertentu (per 1.000 penduduk) di wilayah 

tersebut. Angka ini digunakan untuk mengukur aksesibilitas pelayanan kesehatan, 

merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, serta mengevaluasi kualitas layanan 

kesehatan primer maupun rujukan. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk untuk 
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menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kelompok masyarakat di 

puskesmas ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 11 

RASIO TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2025 

NO TENAGA KESEHATAN JUMLAH 
RASIO /1.000 

Penduduk 
1 DOKTER 2028 1,19 

2 DOKTER GIGI 789 0,46 

3 PERAWAT 7908 4,65 

4 BIDAN 1377 0,81 

5 TENAGA TEKNIS 
KEFARMASIAN 

1413 0,83 

6 KESEHATAN LINGKUNGAN 154 0,09 

7 AHLI GIZI 226 0,13 

8 ATLM 885 0,52 

9 KESEHATAN MASYARAKAT 442 0,25 

TOTAL 15.202 8,93 
Sumber data : Seksi SDMK Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

Capaian kinerja tahun 2025 antara lain berhasil meningkatkan rasio tenaga medis dan 

tenaga kesehatan dari yang ditargetkan 6,25 mencapai 8,93 per 1000 penduduk. Angka ini 

meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7,57. 

Rasio dokter per 1.000 penduduk tahun 2025 sebesar 1,19 artinya Kota Semarang 

memiliki satu dokter yang akan melayani 1.000 penduduk. Jumlah penduduk Kota Semarang 

tahun 2025 sebanyak 1.702.379 penduduk. Capaian ini telah sesuai dengan rekomendasi 

WHO dimana rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1.000. Rasio ini menunjukkan 

harus ada 1 dokter untuk melayani 1.000 penduduk di suatu daerah. Rasio perawat per 1.000 

penduduk tahun 2024 sebesar 4,65. Artinya 4 sampai 5 perawat di Kota Semarang yang 

melayani 1.000 penduduknya.  

 

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Sarana Kesehatan Sesuai Standar 

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab 

kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang 

pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang diselenggarakan di Puskesmas 

memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku 

Standar Pelayanan Kefarmasian meliputi standar: 

a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai; dan  

b. pelayanan farmasi klinik. 

Perbandingan realisasi proporsi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan tahun 

2025 dengan target tahun 2025, realisasi tahun 2023 dan target di tahun akhir renstra 2021-

2026 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 12 

PROPORSI PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS SESUAI STANDAR 

Target 2025 
Realisasi 

2025 
Realisasi 

2024 
Realisasi 

2023 
Target 2026 (akhir 

renstra) 

60% 
 

78,65% 
(Sangat tinggi) 

50% 
(Sangat tinggi) 

43,53% 
(Sangat tinggi) 

70% 
 

 

Proporsi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar 

menggambarkan tingkat mutu, kepatuhan, dan kualitas layanan farmasi klinik serta 

pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan tenaga kefarmasian (apoteker/tenaga vokasi) 

sesuai Permenkes No. 17 Tahun 2024. Indikator ini menunjukkan sejauh mana puskesmas 

menjamin keamanan, rasionalitas penggunaan obat, dan kepastian hukum bagi pasien.  

Sarana kefarmasian adalah fasilitas atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian, meliputi produksi, pengadaan, penyimpanan, 

distribusi, dan penyaluran obat serta pengelolaan obat dan bahan obat. Contohnya 

adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, usaha mikro obat 

tradisional (UMOT) dan praktek bersama. Berikut adalah gambaran jumlah sarana 

kefarmasian sesuai standar di Kota Semarang tahun 2025. 

Gambar 6 

PELAYANAN KEFARMASIAN DI SARANA KEFARMASIAN SESUAI STANDAR 

 

Sumber Data : Dashboard LEKMINKES Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelaksanaan 

pelayanan kesehatan masyarakat banyak, meliputi diagnosa, profilaksi terapi dan rehabilitasi 

dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri. Obat esensial 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak 

(diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi) dengan menjamin ketersediaan obat yang 

aman, efektif, bermutu, dan terjangkau. Obat-obat ini memprioritaskan rasionalisasi 

peresepan, mengoptimalkan biaya, dan mempermudah akses pelayanan kesehatan. 

Ketersediaan obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, oleh karena itu obat 

harus selalu tersedia setiap saat baik dalam jenis dan jumlah yang cukup. 

https://www.google.com/search?q=apotek&biw=1920&bih=945&sca_esv=3e8b06acf992d999&sxsrf=ANbL-n6jyvDPCP4MtTZgGQmUMMh7QtNTMg%3A1770696652345&ei=zK-KaYroFJ_a4-EPvIyhgAk&oq=sarana+kefar&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDHNhcmFuYSBrZWZhcioCCAMyCBAAGIAEGMsBMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjWLlAAWLsYcAB4AZABAJgBsQGgAcsJqgEDNy41uAEByAEA-&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiNnvWUis6SAxU_aPUHHafmBn0QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=instalasi+farmasi+rumah+sakit&biw=1920&bih=945&sca_esv=3e8b06acf992d999&sxsrf=ANbL-n6jyvDPCP4MtTZgGQmUMMh7QtNTMg%3A1770696652345&ei=zK-KaYroFJ_a4-EPvIyhgAk&oq=sarana+kefar&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDHNhcmFuYSBrZWZhcioCCAMyCBAAGIAEGMsBMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjWLlAAWLsYcAB4AZABAJgBsQGgAcsJqgEDNy41uAEByAEA-&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiNnvWUis6SAxU_aPUHHafmBn0QgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=puskesmas&biw=1920&bih=945&sca_esv=3e8b06acf992d999&sxsrf=ANbL-n6jyvDPCP4MtTZgGQmUMMh7QtNTMg%3A1770696652345&ei=zK-KaYroFJ_a4-EPvIyhgAk&oq=sarana+kefar&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDHNhcmFuYSBrZWZhcioCCAMyCBAAGIAEGMsBMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjWLlAAWLsYcAB4AZABAJgBsQGgAcsJqgEDNy41uAEByAEA-&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiNnvWUis6SAxU_aPUHHafmBn0QgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=klinik&biw=1920&bih=945&sca_esv=3e8b06acf992d999&sxsrf=ANbL-n6jyvDPCP4MtTZgGQmUMMh7QtNTMg%3A1770696652345&ei=zK-KaYroFJ_a4-EPvIyhgAk&oq=sarana+kefar&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDHNhcmFuYSBrZWZhcioCCAMyCBAAGIAEGMsBMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjWLlAAWLsYcAB4AZABAJgBsQGgAcsJqgEDNy41uAEByAEA-&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiNnvWUis6SAxU_aPUHHafmBn0QgK4QegQIARAE
https://www.google.com/search?q=toko+obat&biw=1920&bih=945&sca_esv=3e8b06acf992d999&sxsrf=ANbL-n6jyvDPCP4MtTZgGQmUMMh7QtNTMg%3A1770696652345&ei=zK-KaYroFJ_a4-EPvIyhgAk&oq=sarana+kefar&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDHNhcmFuYSBrZWZhcioCCAMyCBAAGIAEGMsBMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjWLlAAWLsYcAB4AZABAJgBsQGgAcsJqgEDNy41uAEByAEA-&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiNnvWUis6SAxU_aPUHHafmBn0QgK4QegQIARAF
https://www.google.com/search?q=praktek+bersama&biw=1920&bih=945&sca_esv=3e8b06acf992d999&sxsrf=ANbL-n6jyvDPCP4MtTZgGQmUMMh7QtNTMg%3A1770696652345&ei=zK-KaYroFJ_a4-EPvIyhgAk&oq=sarana+kefar&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDHNhcmFuYSBrZWZhcioCCAMyCBAAGIAEGMsBMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHkjWLlAAWLsYcAB4AZABAJgBsQGgAcsJqgEDNy41uAEByAEA-&sclient=gws-wiz-serp&ved=2ahUKEwiNnvWUis6SAxU_aPUHHafmBn0QgK4QegQIARAG
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Tabel 13 
Ketersediaan  40 item obat indikator di Puskesmas  
berpedoman pada Permenkes RI No 21 Tahun 2020 

NO KETERSEDIAAN OBAT ITEM OBAT 

1. Obat program kesehatan ibu dan anak ● MgSO4 
● Metilergometrin 
● Oksitosin inj 
● Vit. K inj 

2.  Obat program gizi 
 

● Retinol  
● Zinc 
● Garam oralit 
● TTD 

3 Obat program Malaria 
 

● DHP, Primakuin 

4 Obat program filariasis 
 

● Albendazole/pyrantel pamoate 

5 Obat program TB 
 

● RIFASTAR 4 FDC 

6 Vaksin 
 

● Hepatitis B 
● BCG 
● DPT-HB-Hib 
● Polio 
● Campak/ 
● Campak Rubella 

7 Obat Esensial 
 

● Obat pelayanan kesehatan dasar 

 
Gambar 7 

PERBANDINGAN KUNJUNGAN RESEP TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025 
 

 

 

Sumber Data : Dashboard LEKMINKES Dinas Kesehatan Kota Semarang 
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Ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar berdampak pada 

meningkatnya kunjungan resep di Puskesmas sebanyak 1.640.604 kunjungan, meningkat 

dari tahun sebelumnya sebanyak 1.459.474 kunjungan. Secara umum, jumlah kunjungan 

resep menunjukkan tingkat utilisasi (penggunaan) fasilitas kesehatan. Adapun pemilihan obat 

di puskesmas mengacu pada formularium nasional (FORNAS) KMK RI No. 

HK.01.07/MENKES/6485/2021 dan Formularium Obat PKD Kota Semarang SK Kadinkes 

No.442/0750/2022.  

 

Kelurahan Siaga Aktif Mandiri 

Kelurahan siaga aktif terbagi menjadi 4 strata yaitu: pratama, madya, purnama dan 

mandiri, terhadap jumlah kelurahan di Kota Semarang. Kota Semarang menggunakan 9 

indikator/ kriteria instrumen penilaian strata kelurahan siaga aktif, yaitu : 

1. Forum Kesehatan Desa/ kelurahan (FKD/FKK); 

2. Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK; 

3. KPM/ Kader Kesehatan; 

4. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar (di FKTP, jaringan dan jaringannya); 

5. Posyandu dan UKBM lainnya aktif; 

6. Dukungan dana untuk kegiatan Kesehatan di desa/kelurahan; 

7. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; 

8. Kebijakan desa/ kelurahan di bidang Kesehatan; 

9. Pencapaian rumah tangga. 

 

Perhitungan Stratifikasi Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan skoring adalah:  

1. Strata Pratama  : skor 9-13 

2. Strata Madya : skor 14-23 

3. Strata Purnama : skor 24-31  

4. Strata Mandiri : skor 32-36 

STRATA MANDIRI Skor 32 - 36, dengan syarat : 

● Indikator 1 yaitu Forum Kesehatan Desa/kel (FKD/FKK) mencapai skor 4 

● Indikator 2 yaitu Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK mencapai skor 4 

● Indikator 8 yaitu Kebijakan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan mencapai skor 4 

● Indikator 9 yaitu Pencapaian Rumah Tangga Sehat lebih dari 70% mencapai skor 4 

Jika 4 indikator/variabel tersebut belum memenuhi skor 4, artinya meskipun jumlah skor sudah 

mencapai range 32-36 dinilai belum mencapai Strata Mandiri tapi masih di Strata Purnama. 
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Perbandingan realisasi kelurahan siaga aktif mandiri tahun 2025 dengan target tahun 

2025, realisasi tahun 2024, 2023 dan target di tahun akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 14 

PROPORSI KELURAHAN SIAGA AKTIF MANDIRI 

Target 2025 
Realisasi 

2025 
Realisasi 

2024 
Realisasi 

2023 
Target 2026 

(akhir renstra) 

50,85% 
69,49% 

66,67% 66,10% 51,98% 

 

Dari capaian tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kelurahan siaga aktif mandiri semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Dimana lebih dari setengah kelurahan yang ada di Kota 

Semarang sebagai kelurahan siaga aktif yang berarti bahwa: 

1. Penduduk wilayah dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar; 

2. Penduduk melaksanakan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat 

(UKBM) yaitu aktif posyandu balita, aktif posyandu lansia, terdapat pos kesehatan pondok 

pesantren dan pos upaya kesehatan kerja (UKK) 

3. Melaksanakan surveilans berbasis masyarakat; 

4. Mampu memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan; 

5. Masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).  

 

Gambar 8 

JUMLAH PENGKAJIAN DAN INTERVENSI PHBS 

 

Sumber Data : Dashboard LEKMINKES Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pembentukan good governance dan 

clean government. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan ringkasan sistematika dari berbagai 

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 
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pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

5 komponen penilaian dalam akuntabilitas kinerja, yaitu : 

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30 

2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25 

3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15 

4. Evaluasi internal dengan bobot 20 

5. Capaian kinerja dengan bobot 20 

 

Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Penilaian akuntabilitas ini bertujuan untuk mendorong 

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. 

Perbandingan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021 sampai 

dengan target tahun 2025 sebagai berikut : 

Tabel 15 

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

NO 
KOMPONEN/SUB 

KOMPONEN/KRITERIA 

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 

TAHUN 
2021 

TAHUN 
2022 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2024 

TAHUN 
2025 

NILAI AKUNTABILITAS 
KINERJA 

73,94 74,01 78,65 79,7 80,9 

 

KATEGORI BB BB BB BB A  

 

Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan 

perbaikan signifikan dalam kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi penggunaan anggaran, 

dan efektivitas pencapaian kinerja sasaran strategis. Ini menandakan komitmen tinggi instansi 

terhadap transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik serta perwujudan budaya kinerja 

yang akuntabel.  

 

Jumlah Pendapatan pada Dinas Kesehatan 

 Capaian pendapatan tahun 2025 jauh melampaui target dengan capaian 111,11%. 

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 6,16%. 

Meningkatnya jumlah pendapatan Dinas Kesehatan umumnya disebabkan oleh perluasan 

layanan BPJS Kesehatan, serta peningkatan volume layanan medis dan fasilitas. Faktor lain 

meliputi peningkatan pembiayaan kesehatan akibat pembangunan ekonomi dan strategi 

pengelolaan SILPA BLUD yang tepat.  



 

hal. 35 
LKJIP 2024 DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

 

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka 

Menengah Perencanaan Strategis Organisasi 

Target sasaran adalah hasil akhir periode jangka menengah yang ingin dicapai Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.  

 

Tabel 16 

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA 

TAHUN 2025 DAN TARGET RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN 2021-2026 

Indikator Sasaran 

Capaian Tahun 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 

Target Realisasi 2026 

Angka Kematian Ibu 
71,31 79,86 71,3 

[per 1000 KH] 

Angka Kematian Bayi 
6,05 7,47 6,04 

[per 100.000 KH] 

Angka Morbiditas 
12,68 12,69 9,71 

[per 1000 penduduk] 

Rasio tenaga Kesehatan 
terhadap jumlah penduduk 1,4 8,93 1,43 

[per 1000 penduduk] 

Proporsi pelayanan kefarmasian 
di sarana kesehatan sesuai 
standar 60 78,65 70 

[persentase] 

Proporsi kelurahan siaga aktif 
mandiri 23,73 69,49 24,3 

[persentase] 

Nilai AKIP 
72,55 80,9 72,6 

[Nilai] 

 

Target kinerja sasaran Dinas Kesehatan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Penetapan indikator dan target sasaran didasarkan 

pada : 

● Pencapaian indikator kinerja mampu memberikan feedback yang positif untuk 

peningkatan kinerja; 

● Indikator dirumuskan agar mampu menunjukkan dampak atas perbaikan inisiatif 

yang dilakukan; 

● Indikator mampu menunjukkan hasil atas perbaikan kinerja dan eksekusi startegi. 
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4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Penetapan target kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang selain didasarkan pada 

pencapaian kinerja tahun sebelumnya, target nasional juga menjadi pertimbangan dalam 

penetapan dan evaluasi kinerja. 

Tabel 16 

PERBANDINGAN SASARAN STRATEGIS 1 DENGAN STANDAR NASIONAL 

 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tercatat tertinggi ketiga di negara-negara 

ASEAN. Target penurunan AKI sebesar 77 per 100.000 kelahiran hidup telah ditetapkan 

di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, 

untuk mengejar target SDG’s yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2030. WHO menyatakan hampir 95% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara-negara 

berpendapatan rendah dan menengah kebawah pada tahun 2020. Di Kota Semarang 

sebanyak 14 kasus kematian ibu yang lebih dari setengahnya terjadi pada masa nifas. 

Nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan berlangsung selama 4-6 minggu. 1 

(satu) kasus kematian maternal terjadi pada masa kehamilan. kematian ibu hamil terjadi 

pada usia ibu 20-35 tahun. Penyebab langsung kematian ibu hamil adalah syok sepsis, 

HELLP syndrome, cardiomyopati, pre eklampsi, atelectasis, DIC, multi orhgan failure, 

syok heamoragic dan syok hipovalemik. 

 

Tabel 17 

PERBANDINGAN SASARAN STRATEGIS 2 DENGAN STANDAR NASIONAL 

Sasaran Strategis 1 
Meningkatkan Upaya Kesehatan Yang Tercapai (Accessible), 
Terjangkau (Affordable), Dan Bermutu  

Target 
Nasional 
RPJMN 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.  
Angka Kematian Ibu  
[per 100.000 KH] 

71,31 79,86 88,01 77 

2.  
Angka Kematian Bayi 
[per 1000 KH] 

6,05 7,47 76,53 9,96 

3.  
Angka Morbiditas 
[per 1000 penduduk] 

12,68 12,69 99,92 - 

Sasaran Strategis II 
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan  

Target 
Nasional 

tahun 2025 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1.  
Rasio tenaga Kesehatan 
terhadap jumlah penduduk 
[per 1000 penduduk] 

6,25 8,93 142,88% 1 
(rekomenda
si Kemkes) 

2.  

Proporsi pelayanan 
kefarmasian di sarana 
kesehatan sesuai standar 
[persentase] 

60 78,65 131,08% 75 
(RPJMD 
Provinsi 

Jawa 
Tengah) 
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RPJMN 2025-2029 memprioritaskan pemenuhan dan pemerataan tenaga 

kesehatan (nakes) guna mewujudkan masyarakat sehat dan produktif menuju Indonesia 

Emas 2045. Fokus utamanya adalah penguatan pelayanan kesehatan primer, 

pemenuhan nakes di daerah terpencil/perbatasan/kepulauan, dan peningkatan kualitas 

SDM. Kota Semarang pada tahun 2025 telah memenuhi ketersediaan 9 (sembilan) jenis 

tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesehatan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan tenaga ATLM.  

 

Benchmarking Perhitungan Rasio Tenaga Kesehatan di Dunia 

Benchmarking untuk tenaga kesehatan dokter, dokter gigi terhadap 7 negara, 

antara lain Britania Raya (United Kingdom – UK), Amerika Serikat (AS), Norwegia, 

Thailand, Singapura, dan India pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

Tabel 18 

BENCHMARKING RASIO DOKTER 

Rasio dokter dan dokter gigi per 1000 penduduk 

Jenis tenaga 
kesehatan 

UK US Australia Norwegia Thailand Singapura India 

Dokter 3,00 2,61 4,13 5,05 0,95 2,60 0,74 

Dokter Gigi 0,54 0,61 0,62 0,90 0,27 0,40 0,16 
Sumber data : Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan 

 

Jika dibandingkan, rasio dokter di Kota Semarang sebesar 1,19 masih berada di 

bawah negara-negara maju, meski lebih tinggi dari negara Asia seperti Thailand dan 

India. Sedangkan rasio dokter gigi Kota Semarang mencapai 0,46, berada di atas 

Singapura, Thailand dan India. 

 

5. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan  Dalam Pencapaian Sasaran 

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut:  

PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
PADA 

RENSTRA 
TH 2025 

CAPAIAN KINERJA 
CAPAIAN 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
TAHUN 

2023 

CAPAIAN 

TAHUN 

2024 

TARGET 
TAHUN 

2025 

REALISASI 
TAHUN 

2025 

  
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

MISI I. MENINGKATKANNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA 
 

1 

Meningkatkan 
upaya 
Kesehatan yang 
tercapai 

1 

Angka 
Kematian Ibu 
[per 1000 
KH] 

71,31 71,31 79,86 5,60 79,85 80,44 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
PADA 

RENSTRA 
TH 2025 

CAPAIAN KINERJA 
CAPAIAN 
TAHUN 

2022 

CAPAIAN 
TAHUN 

2023 

CAPAIAN 

TAHUN 

2024 

TARGET 
TAHUN 

2025 

REALISASI 
TAHUN 

2025 

  
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(accessible), 
terjangkau 
(affordable), dan 
bermutu 
 

2 

Angka 
Kematian 
Bayi 
[per 100.000 
KH] 

6,05 6,05 7,47 67,25 7,09 7,99 

3 

Angka 
Morbiditas 
[per 1000 
penduduk] 

12,68 12,68 12,69 11,65 12,69 12,69 

   Rata-rata capaian sasaran 1 : 88,15% Tinggi 
 

2 

Meningkatkan 
kapasitas 
sumber daya 
Kesehatan 

1 

Rasio tenaga 
Kesehatan 
terhadap 
jumlah 
penduduk 
[per 1000 
penduduk] 

1,43 6,25 8,93 2,60 1,72 7,57 

  2 

Proporsi 
pelayanan 
kefarmasian 
di sarana 
kesehatan 
sesuai 
standar 
[persentase] 

60 60 78,65 30 43,53 50 

   Rata-rata capaian sasaran 2 : 136,98% Sangat Tinggi 
 

3 

Meningkatkan 
keberdayaan 
(mampu) dan 
kemandirian 
masyarakat 
dalam 
kesehatan 

1 

Proporsi 

kelurahan 

siaga aktif 

mandiri 

[persentase] 

50,85 50,85 69,49 56,5 66,10 

 
 
 

66,67 

   Rata-rata capaian sasaran 3 : 136,66% Sangat Tinggi 

 

4 

Meningkatkan 
kualitas kinerja 
pelayanan 
perangkat 
daerah 

1 

Nilai AKIP 

[Nilai] 

72,55 72,55 80,90 74,01 78,65 

 
 

79,70 

   Rata-rata capaian sasaran 4 : 111,51% Sangat Tinggi 
 

   Total rata-rata capaian sasaran : 118,33% Sangat Tinggi 
 

Sumber data : https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/, Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang 2021-2026 

Capaian indikator Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi tahun 2025 belum tercapai, 

hal ini disebabkan oleh:  

1. Keberhasilan program keluarga berencana (KB) dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam penggunaan kontrasepsi modern mencapai 65 persen yang berdampak 

menurunnya kelahiran hidup; 

https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/


 

hal. 39 
LKJIP 2024 DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

2. Dampak perubahan iklim menyebabkan pre eklampsia, berat badan bayi lahir rendah, 

dan prematur, sehingga meningkatkan risiko kematian bayi maupun ibu; 

3. Perubahan gaya hidup (perilaku) menyebabkan jumlah ibu hamil usia kurang dari 20 

tahun meningkat hal ini merupakan bumil beresiko tinggi; 

4. Adanya tren penurunan angka pernikahan di Kota Semarang sejak tahun 2022 hingga 

2025;  

5. Pergeseran nilai dan prioritas Hidup, dimana generasi muda kini lebih 

mempertimbangkan aspek ekonomi, keseimbangan hidup, dan kesehatan mental, 

sehingga cenderung memilih jumlah anak yang lebih sedikit atau menunda memiliki 

anak. 

Berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian 

ibu antara lain: 

1. Melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan penyumbang 

kematian ibu; 

2. Optimalisasi posyandu dan kelas ibu hamil; 

3. Kelas edukasi pada program Keluarga Cemara; 

4. Optimalisasi sweeping ibu hamil oleh kader kesehatan di wilayah; 

5. Melakukan rujukan terhadap ibu hamil obesitas ke fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat lanjutan; 

6. Promosi high risk pregnancy dan program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi ke masyarakat. 

Selain itu dilakukan juga beberapa upaya pencegahan kematian bayi dilakukan melalui 

kegiatan: 

1. Edukasi dan pemeriksaan catin termasuk pemeriksaan Hb, KEK, gula darah; 

2. Pendampingan catin beresiko; 

3. Deteksi dini faktor resiko kehamilan secara detail termasuk riwayat penyakit keluarga; 

4. Pemberian asi eksklusif; 

5. Pendampingan bayi BBLR, PB< 47 cm; 

6. Monitoring ibu hamil KEK dan Anemia; 

7. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi oleh kader TPK, PKK, FKK; 

8. Pemberian PMT ibu hamil KEK dan balita stunting. 

 

Pada tahun 2025 inovasi baru telah diluncurkan sebagai upaya peningkatan 

kesehatan ibu dan anak di Kota Semarang bertajuk KELUARGA CEMARA. Inovasi ini 

berfokus pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gizi 

sehingga keluarga dapat tumbuh menjadi keluarga yang sehat, cerdas, dan tangguh 

dalam mencegah stunting. Keluarga Cemara dirancang untuk menciptakan ruang 
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pembelajaran yang inklusif, berkesinambungan, dan mudah diakses oleh keluarga di 

Kota Semarang. Berbagai kegiatan yang kegiatan menarik dan interaktif pada program 

ini seperti kegiatan edukasi interaktif, cek kesehatan, pemberian suplemen gizi serta 

kegiatan kreatif dan edukatif. Target dan sasaran pada program ini adalah tiga kelompok 

utama yang memiliki peran krusial dalam siklus kehidupan yaitu remaja, ibu hamil, serta 

ibu yang memiliki balita.  

Berbagai upaya ini diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan RI Dimana Kota 

Semarang menjadi Salah satu dari 20 Kabupaten/Kota Terbaik se-Indonesia dalam 

Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025.  

Selain itu terdapat inovasi GEMBIRA RIA (Gerakan mbuka jendela dan pintu 

rumah diikuti gerakan ringan 60 menit dan bersih-bersih rumah), sebagai langkah 

promotif guna mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. 

 

Gambar 9 

INOVASI GEMBIRA RIA 

 

Pada akhir 2025 telah dilaunching pula inovasi LINCAH (Kolaborasi Lintas 

Sektoral Berbasis Peta Risiko Wilayah Kesehatan Kota Semarang) untuk memperkuat 

ketahanan kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan yang cepat, adaptif, dan berbasis 

data, LINCAH hadir untuk mendeteksi potensi risiko kesehatan sejak dini melalui peta 

risiko wilayah, serta menggerakan lintas sectoral untuk intervensi lebih cepat dan tepat. 

LINCAH diharapkan menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan deteksi dini dan 

memperkuat upaya promotif preventif di tingkat komunitas. 
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Gambar 10 

INOVASI LINCAH 

 

LINCAH menggabungkan inovasi CKRAWALA BUANA, berupa peta kerentanan 

kesehatan berbasis wilayah untuk memitigasi masalah kesehatan menggunakan data 

spasial dan teknologi untuk intervensi dini yang lebih terarah dan adaptif di wilayah 

prioritas (merah/kuning) dengan rapat koordinasi lintas sektor (linsek) tematik yang 

dilakukan secara berkala. 

Inovasi LAWANG SEWU yang diciptakan untuk menangani penyakit tidak menular 

guna menekan angka morbiditas masyarakat masih terus dioptimalkan untuk 

meningkatkan cakupan skrining kesehatan di Kota Semarang. Layanan Warga Semarang 

Sehat Setiap Waktu (LAWANG SEWU) bertujuan untuk mempercepat dan mensinergikan 

upaya promotif hingga preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas untuk 

menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, melalui : 

1. Aktivitas fisik dengan VALAS ( Virtual Activity Link dengan SIPGAR ) dan Prambanan 

( Pergi Pasar Berangkat Kantor Biasakan jalan );  

2. Kesehatan Lingkungan dengan inovasi UCOK BABA untuk uji dan skrining bahan air 

dan bahan makanan, POLKE (PIRT-BPOM-Like sehat-Hygiene Sanitasi) didukung 

SIKEMPLING (Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan );  

3. Pangan sehat Bergizi dengan LANGIT SEMARANG (Langkah Aktif Terpadu  

Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang dengan URBAN FARMING) dan UNGARAN ( 

Ubah Pekarangan  kosong dengan URBAN FARMING);  

4. Deteksi Dini melalui BAITUSSALAM (Bangkitkan Imun dan Taqwa untuk Semarang 

Afiat, Lincah Anti Demensia), PERKASA (Pemeriksaan Kesehatan Berkala Cegah 

Obesitas), PANGERAN CHARLES (Paket Kesehatan  Pemeriksaan Covid 19, 
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Hepatitis, IVA Test, Diabetus dan HIV), didukung oleh PAK EDI ( Pemeriksaan 

Kesehatan  dan Deteksi Dini ) dan DEMAK (Daftar Request  Makanan  dari start-up);  

5. EDUKASI PHBS dengan RAJA SALMAN (Bersama sama menjaga Kota Semarang 

makin Sehat). 

Gambar 11 

INOVASI LAWANG SEWU 

 

Dari sisi sumber daya manusia kesehatan, permasalahan pada tahun 2025 antara 

lain: 

1. Masih terdapat tenaga kesehatan yang rangkap pekerjaan atau doubel job, misalnya 

perawat menjadi bendahara, dan lain-lain; 

2. Belum semua puskesmas  mempunyai  2 (dua) tenaga tambahan  yang  wajib  di 

puskesmas ( keuangan  dan IT); 

3. Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai dengan rencana kebutuhan; 

4. Keterbatasan pelatihan, baik dari segi anggaran, waktu maupun kesempatan. 

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia kesehatan guna mencapai sasaran kedua perlu dilakukan beberapa upaya 

diantaranya rekrutmen tenaga kesehatan melalui BLUD, kerjasama dengan institusi 

pendidikan melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan 

tinggi, dengan bentuk kegiatan magang/ praktek kerja di fasilitas pelayanan kesehatan, 

seleksi peserta diklat/uji kompetensi, pengiriman calon peserta diklat bekerjasama 

dengan badan diklat Kota Semarang, monev peserta pasca diklat, pelaksanaan uji 
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kompetensi, pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, monitoring Perizinan SDMK di 

Fasyankes, serta pembinaan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan. 

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya untuk memenuhi 

kebutuhan sarana prasarana guna mendukung layanan kefarmasian dengan pengadaan 

farmasi set, yaitu paket peralatan laboratorium atau klinis yang lengkap dan 

terstandarisasi untuk menunjang kegiatan kefarmasian, seperti peracikan obat, maupun 

pelayanan di sarana kesehatan. Selain itu dilakukan pula pemeliharaan berupa renovasi 

pelayanan farmasi pada puskesmas, seperti Puskesmas Srondol dan Puskesmas 

Pudakpayung. 

Beberapa upaya yang ditargetkan dilakukan di tahun 2025 untuk meningkatkan 

capaian upaya kesehatan berbasis masyarakat, antara lain dengan mendorong 

kelurahan untuk memiliki kebijakan meningkatkan aktifitas fisik, optimalisasi kader 

kesehatan di seluruh kelurahan, mendoron optimalisasi cek kesehatan gratis sebagai 

upaya skrining kesehatan, mendorong keaktifan posyandu dan UKBM, menggali sumber 

dana lainnya selain dari pemerintah desa/ kelurahan, meningkatkan peran aktif 

masyarakat, institusi pendidikan, serta memperluas peran aktif organisasi masyarakat, 

serta peningkatan pencapaian rumah tangga sehat. 

Dalam rangka meningkatkan penerapan akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan 

Kota Semarang dilakukan berbagai upaya diantaranya: 

1. Melakukan pemantauan dan pelaporan kinerja secara berkala setiap minggu untuk 

memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan capaian kinerja yang 

telah direncanakan; 

2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen risiko, indikator 

kinerja, dan penggunaan sistem informasi kepada seluruh pegawai; 

3. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Semarang; 

4. Melakukan transformasi budaya kerja dengan membangun tim kerja yang berbasis 

komunikasi dua arah dan peningkatan komitmen untuk pencapaian target kinerja;   

5. Melakukan reviu atas dokumen perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja (PK), dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) agar selaras dengan target pembangunan kesehatan. 
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6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Keterkaitan serapan anggaran Dinas Kesehatan dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut: 

Sasaran indikator sasaran 
Volume 

CSS 
ANGGARAN 

AA X CSS (AA X CSS) - RA 
Target Realisasi % ALOKASI (AA) REALISASI (RA) 

Meningkatkan 
upaya kesehatan 
yang tercapai 
(accessible), 
terjangkau 
(affordable), dan 
bermutu 

Angka Kematian Ibu 
71,31 79,86 88,01 

88,15% 
         

117.940.260.252  
         

113.996.723.902  
         

103.964.339.412  
-          10.032.384.490  

[per 100.000 KH] 

Angka Kematian Bayi 
6,05 7,47 76,53 

[per 1.000 KH] 

Angka Morbiditas 
12,68 12,69 99,92 

[per 1000 penduduk] 

meningkatkan 
kapasitas sumber 
daya kesehatan 

rasio tenaga 
kesehatan terhadap 
jumlah penduduk (per 
1000 penduduk) 

6,25 8,93 142,88 142,88% 
             

1.969.926.893  
             

1.908.734.072  
             

2.814.631.545  
                 905.897.473  

Proporsi pelayanan 
kefarmasian di 
sarana kesehatan 
sesuai standar 
(persentase) 

60 78,65 131,08 131,08% 
           

22.118.905.000  
           

19.710.582.856  
           

28.993.460.674  
9.282.877.818 
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Sasaran indikator sasaran 
Volume 

CSS 
ANGGARAN 

AA X CSS (AA X CSS) - RA 
Target Realisasi % ALOKASI (AA) REALISASI (RA) 

meningkatkan 
keberdayaan 
(mampu) dan 
kemandirian 
masyarakat dalam 
kesehatan 

proporsi kelurahan 
siaga aktif mandiri 
(persentase) 

50,85 69,49 136,66 136,66% 
                 

476.828.492  
                 

467.466.700  
                 

651.633.817  
                 184.167.117  

 

 
 

meningkatkan 
kualitas kinerja 
pelayanan 
perangkat daerah 

NILAI AKIP 72,55 80,9 111,51 111,51% 
         

279.859.603.035  
         

256.713.662.829  
   

312.071.443.344,33  
           55.357.780.515  

 

 
 

TOTAL 422.365.523.672 392.797.170.359 441.620.953.118 55.698.338.433  

EFISIENSI           13,19%   
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Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut terdapat nilai efisiensi hampir di seluruh 

capaian sasaran. Namun demikian nilai efisiensi maupun inefisiensi tersebut belum 

sepenuhnya mencerminkan nilai yang sebenarnya karena masih menggunakan realisasi 

anggaran program.  

 

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  Maupun Kegagalan 

Pencapaian Kinerja. 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
TAHUN 2024 

PROGRAM CAPAIAN 
PROGRAM 

CAPAIAN 
(%) 

TARGET  REALISASI  TARGET REALISASI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatka
n upaya 
Kesehatan 
yang 
tercapai 
(accessible), 
terjangkau 
(affordable), 
dan bermutu  
 

1 
Angka 
Kematian Ibu 
[per 1000 KH] 

71,32 80,44 
Program 
Pemenuhan Upaya 
Kesehatan 
Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 
 
Indikator : 
Persentase layanan 
standar pelayanan 
minimal bidang 
kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100% 

2 

Angka 
Kematian Bayi 
[per 100.000 
KH] 

6,06 7,99 

3 

Angka 
Morbiditas 
[per 1000 
penduduk] 

12,69 12,69 

2 

Meningkatka
n kapasitas 
sumber 
daya 
Kesehatan 

1 

Rasio tenaga 
Kesehatan 
terhadap 
jumlah 
penduduk 
[per 1000 
penduduk] 

1,40 2,01 

Program 
peningkatan 
kapasitas sumber 
daya manusia 
kesehatan 
 
Indikator : 
Persentase 
puskesmas dengan 
9 jenis tenaga 
kesehatan sesuai 
standar 

100 100 100% 

  2 

Proporsi 
pelayanan 
kefarmasian 
di puskesmas 
sesuai 
standar 
[persentase] 

100 100 

Program sediaan 
farmasi, alat 
kesehatan dan 
makanan minuman 
 
Indikator : 
Persentase fasilitas 
pelayanan 
kefarmasian yang 
memenuhi standar 

100 100 100 

3 

Meningkatka
n 
keberdayaa
n (mampu) 
dan 
kemandirian 
masyarakat 
dalam 
kesehatan 

1 

Proporsi 

kelurahan 

siaga aktif 

mandiri 

[persentase] 

49,72 66,67 

Program 
pemberdayaan 
masyarakat bidang 
kesehatan 
 
Indikator: 
cakupan kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat bidang 
kesehatan  

100 100 100 

4 

Meningkatka
n kualitas 
kinerja 
pelayanan 

1 

Nilai AKIP 

[Nilai] 

72,50 79,70 

Program penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

100 100 100 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
TAHUN 2024 

PROGRAM CAPAIAN 
PROGRAM 

CAPAIAN 
(%) 

TARGET  REALISASI  TARGET REALISASI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

perangkat 
daerah 

kabupaten/kota 
 
Indikator : 
Persentase 
perencanaan dan 
pelaporan kinerja 
OPD 

   
 

  

Persentase kinerja 
administrasi dan 
pelaporan 
keuangan OPD 

100 100 100 

   
 

  

Persentase 
tersedianya sarana 
prasarana 
perkantoran OPD 

100 100 100 

 

Untuk mencapai sasaran I dilakukan melalui strategi peningkatan upaya kesehatan secara 

terpadu dan peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular meliputi 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

dengan kegiatan/ sub kegiatan: 

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

Sub Kegiatan : 

a. Pembangunan Puskesmas; 

b. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; 

c. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

d. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

f. Pengadaan Obat, Vaksin; 

g. Pengadaan Bahan Habis Pakai; 

h. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. 

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota;  

Sub Kegiatan: 

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita; 

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 

f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; 

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 
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h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 

i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 

j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; 

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; 

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV; 

m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; 

n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; 

o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 

p. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; 

q. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan 

Tradisional Lainnya; 

r. Pengelolaan Surveilans Kesehatan; 

s. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 

t. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

u. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; 

v. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota. 

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;  

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Untuk mencapai sasaran II dilakukan melalui strategi peningkatan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan industri pangan rumah tangga dan peningkatan pendayagunaan, 

pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan meliputi Program 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan/ sub kegiatan: 

1. Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat 

tradisional (UMOT); 

Sub Kegiatan : 

a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, 

Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT); 

b) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT). 

2. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor Nomor P-IRT 

sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; 
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Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga. 

3. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah 

Kabupaten/Kota; 

Sub Kegiatan: 

a) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; 

b) Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan. 

4. Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKP 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 

Sub Kegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. 

Untuk mencapai sasaran III dilakukan melalui strategi peningkatan pemberdayaan 

bidang kesehatan masyarakat meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan dengan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub 

kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). 

Untuk mencapai sasaran IV dilakukan melalui strategi peningkatan kapasitas 

kelembagaan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dengan kegiatan : 

1. Penyelenggaraan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD; 

2. penyediaan dokumen rencana kerja dan rencana anggaran OPD; 

3. penyelenggaraan pelayanan BLUD puskesmas; 

4. penyediaan kebutuhan rumah tangga OPD; 

5. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor OPD; 

6. penyediaan kebutuhan jasa kantor OPD; 

7. penyelenggaraan pemeliharaan aset OPD 

 

B. REALISASI KEUANGAN 

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2025 sebesar: 

(NAMA OPD) ANGGARAN (Rp) 
REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 

PERSENTASE 

(%) 

DINAS KESEHATAN   632.276.617.440 600.726.014.230 95,01% 

JUMLAH 632.276.617.440 600.726.014.230 95,01% 
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Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib 

Kesehatan tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

KODE 
REK 

 
PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

PERSENTA
SE (%) 

URUSAN WAJIB KESEHATAN    

DINAS KESEHATAN    

01 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/kota 

 279.859.603.035 
256.713.662.82

9 
 91,7 

2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, Dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

107.259.950 99.539.989 92,8 

0001 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

48.703.400 43.798.800 89,9 

0002 
Koordinasi Dan Penyusunan 
Dokumen Rka-skpd 

7.468.800 7.465.450 100,0 

0003 
Koordinasi Dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan Rka-
skpd 

8.908.800 8.903.800 99,9 

0004 
Koordinasi Dan Penyusunan 
Dpa-skpd 

3.501.600 3.499.500 99,9 

0005 
Koordinasi Dan Penyusunan 
Perubahan Dpa- Skpd 

2.969.600 2.965.900 99,9 

0007 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

7.758.000 7.758.000 100,0 

0008 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

27.949.750 25.148.539 90,0 

2.02 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 263.038.891.093 
242.354.325.76

0 
 92,1 

0001 
Penyediaan Gaji Dan 
Tunjangan Asn 

262.418.762.693 
241.755.867.36

0 
92,1 

0002 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas Asn 

604.670.000 583.000.000 96,4 

0005 
Koordinasi Dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun Skpd 

5.040.400 5.040.400 100,0 

0007 

Koordinasi Dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
Skpd 

5.152.800 5.152.800 100,0 

0008 
Penyusunan Pelaporan Dan 
Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran 

 5.265.200 5.265.200  100,0 

2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

2.621.638.473 2.265.053.570 86,4 

0001 
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/penerangan 
Bangunan Kantor 

50.012.600 46.546.532 93,1 

0003 
Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

  
42.573.660 

40.257.500 
 

94,6 

0005 
Penyediaan Barang Cetakan 
Dan Penggandaan 

53.961.560 49.055.950 90,9 

0006 
Penyediaan Bahan Bacaan 
Dan Peraturan Perundang-
undangan 

3.840.000 3.720.000 96,9 
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KODE 
REK 

 
PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

PERSENTA
SE (%) 

0009 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi Dan Konsultasi 
Skpd 

855.638.212 707.251.036 82,7 

0011 

Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pada 
Skpd 

1.615.612.441 1.418.222.552 87,8 

2.07 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

6.472.924.718 5.957.313.051 92,0 

0010 
Pengadaan Sarana Dan 
Prasarana Gedung Kantor 
Atau Bangunan Lainnya 

6.472.924.718 5.957.313.051 92,0 

2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

2.772.843.873 2.236.643.948 80,7 

0001 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

200.000 74.000 37,0 

0002 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
Dan Listrik 

955.139.501 738.387.987 77,3 

0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

1.817.504.372 1.498.181.961 82,4 

2.09 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  
4.846.044.928 

3.800.786.511 
  

78,4 

0001 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

192.915.000 178.085.529 92,3 

0002 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak Dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional Atau Lapangan 

2.238.102.000 1.668.548.968 74,6 

0006 
Pemeliharaan Peralatan Dan 
Mesin Lainnya 

695.630.134 401.389.450 57,7 

0009 
Pemeliharaan/rehabilitasi 
Gedung Kantor Dan 
Bangunan Lainnya 

1.665.819.994 1.509.463.164 90,6 

0010 

Pemeliharaan/rehabilitasi 
Sarana Dan Prasarana 
Gedung Kantor Atau 
Bangunan Lainnya 

53.577.800 43.299.400 80,8 

02 

Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

  
221.574.654.044 

206.174.397.38
6 

  
93,0 

2.01 

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Untuk Ukm Dan Ukp 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/kota 

100.548.411.738 89.472.154.261 89,0 

0002 Pembangunan Puskesmas 21.577.853.245 17.115.706.976 79,3 
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KODE 
REK 

 
PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

PERSENTA
SE (%) 

0009 
Rehabilitasi Dan 
Pemeliharaan Puskesmas 

2.075.000.000 1.806.012.305 87,0 

0014 

Pengadaan Alat 
Kesehatan/alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

  
48.556.146.399 

44.955.266.028 
  

92,6 

0023 

Pengadaan Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai, Vaksin, 
Makanan Dan Minuman Di 
Fasilitas Kesehatan 

28.339.412.094 25.595.168.952 90,3 

0023 

Pengadaan Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai, Vaksin, 
Makanan Dan Minuman Di 
Fasilitas Kesehatan 
(Puskesmas) 

22.118.905.000 19.710.582.856 89,0 

2.02 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan Untuk Ukm Dan 
Ukp Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/kota 

117.940.260.252 
113.996.723.90

2 
96,7 

0001 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

34.400.000 34.399.900 100,0 

0002 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin 

11.500.000 11.500.000 
100,0 

0003 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir 

 10.900.000 10.900.000 
100,0 

0004 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

3.900.000 3.900.000 
100,0 

0005 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar 

48.800.000 48.800.000 
100,0 

0006 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia 
Produktif 

 64.777.115 63.702.000  98,3 

0007 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia Lanjut 

19.900.000 19.300.000 97,0 

0007 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia Lanjut 
(Puskesmas) 

11.700.000 11.400.000 97,0 

0008 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi 

7.966.000 7.797.000 97,9 

0009 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus 

7.966.000 7.822.000 98,2 

0010 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Dengan 
Gangguan Jiwa Berat 

4.373.000 4.186.000 95,7 

0011 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

87.243.419 84.524.880 96,9 

0012 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Dengan 
Risiko Terinfeksi Hiv 

 74.581.519 42.282.880 
56,70 

0015 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat 

  
3.964.860.109 

3.829.420.225 
 

96,6 
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KODE 
REK 

 
PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

PERSENTA
SE (%) 

 

0016 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja Dan 
Olahraga 

 79.205.270 75.336.900  95,1 

0016 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja Dan 
Olahraga (Puskesmas) 

60.005.270 56.136.900 95 

0017 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

178.176.957 171.543.508 96,3 

0018 
Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 

 502.489.625 492.109.500  97,9 

0018 
Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan 
(Puskesmas) 

431.572.730 421.500.500 97,0 

0019 

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Tradisional, 
Akupuntur, Asuhan Mandiri, 
Dan Tradisional Lainnya 

31.334.925 31.300.000 99,9 

0020 
Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

222.088.000 217.787.500 98,1 

0020 
Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan (Puskesmas) 

155.000.000 154.805.000 99,9 

0022 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa Dan Napza 

 6.653.969 6.490.000  97,5 

0025 
Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular Dan Tidak 
Menular 

667.918.440 622.828.428 93,2 

0026 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

 60.081.141.485 59.574.635.604  99,2 

0028 

Pengambilan Dan Pengiriman 
Spesimen Penyakit Potensial 
Klb Ke Laboratorium 
Rujukan/nasional 

572.454.000 556.520.000 97,2 

0029 
Penyelenggaraan 
Kabupaten/kota Sehat 

30.911.892.518 30.911.359.400 100,0 

0034 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
(DKK) 

 13.941.412.578 11.382.323.062 
81,6 

 

0034 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
(IF) 

 1.463.951.586 1.272.896.992 
86,9 

0034 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
(Bulusan) 

 426.776.610 399.771.981 
93,7 

0034 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
(PLASA) 

 381.137.960 369.828.468 
97,0 

0034 
Operasional Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 
(Puskesmas) 

50.447.000 50.447.000 100,0 

0035 
Pelaksanaan Akreditasi 
Fasilitas Kesehatan Di 
Kabupaten/kota 

 63.959.100 62.441.800 97,6 

0036 

Investigasi Awal Kejadian 
Tidak Diharapkan (kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi Dan 
Pemberian Obat Massal) 

7.600.000 7.150.000 94,1 
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PROGRAM/KEGIATAN/                        

SUB KEGIATAN 
ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 
ANGGARAN 

(Rp) 

PERSENTA
SE (%) 

0037 
Pelaksanaan Kewaspadaan 
Dini Dan Respon Wabah 

 24.910.141 22.645.000  90,9 

0038 
Penyediaan Dan Pengelolaan 
Sistem Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT) 

5.955.461.845 5.349.733.675 89,8 

0040 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Dengan 
Tuberkulosis 

18.093.000 17.192.500 95,0 

0041 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Dengan 
HIV (ODHIV) 

 31.307.542 29.356.140 
93,8 

 
 

0042 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Malaria 

 20.632.000 19.934.000 
96,6 

 

0046 
Pengelolaan Upaya 
Kesehatan Ibu Dan Anak 

 282.361.694 277.502.000 
 

98,3 

0046 
Pengelolaan upaya 
kesehatan Ibu dan Anak 
(Puskesmas) 

248.230.000 245.080.000 99,0 

2.03 
Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan 
Secara Terintegrasi 

 1.876.467.038 1.541.226.222  82,1 

0002 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

1.876.467.038 1.541.226.222 82,1 

2.04 

Penerbitan Izin Rumah 
Sakit Kelas C, D Dan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/kota 

 1.209.515.016 1.164.293.001  96,3 

0001 

Pengendalian Dan 
Pengawasan Serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Rumah Sakit Kelas C, D Dan 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Lainnya 

18.500.000 18.500.000 100,0 

0003 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan 

 959.017.831 919.348.566  95,9 

0004 
Penyiapan Perumusan Dan 
Pelaksanaan Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 

231.997.185 226.444.435 97,6 

03 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

1.969.926.893 1.908.734.072 96,9 

2.02 

Perencanaan Kebutuhan 
Dan Pendayagunaan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Untuk Ukp Dan 
Ukm Di Wilayah 
Kabupaten/kota 

  
249.290.620 

209.367.287 
  

84,0 

0001 
Perencanaan Dan Distribusi 
Serta Pemerataan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 

13.300.000 13.300.000 100,0 

0002 
Pemenuhan Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Sesuai Standar 

67.912.520 32.094.559 47,3 

0003 
Pembinaan Dan Pengawasan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

168.078.100 163.972.728 97,6 
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2.03 

Pengembangan Mutu Dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/kota 

1.720.636.273 1.699.366.785 98,8 

0001 

Pengembangan Mutu Dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/kota 

1.720.636.273 1.699.366.785 98,8 

0001 

Pengembangan Mutu Dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/kota 
(Puskesmas) 

1.241.055.000 1.238.417.240 99,8 

04 
Program Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan Dan 
Makanan Minuman 

620.980.734 606.187.885 97,6 

2.01 

Pemberian Izin Apotek, 
Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan Dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

31.088.564 29.944.000 96,3 

0001 

Pengendalian Dan 
Pengawasan Serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan, Dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

31.088.564 29.944.000 96,3 

2.03 

Penerbitan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga Dan Nomor 
P-irt Sebagai Izin Produksi, 
Untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu Yang 
Dapat Diproduksi Oleh 
Industri Rumah Tangga 

 418.023.200 411.948.500  98,5 

0001 

Pengendalian Dan 
Pengawasan Serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga Dan Nomor 
P-irt Sebagai Izin Produksi, 
Untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu Yang 
Dapat Diproduksi Oleh 
Industri Rumah Tangga 

418.023.200 411.948.500 98,5 

0001 

Pengendalian Dan 
Pengawasan Serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga Dan Nomor 
P-irt Sebagai Izin Produksi, 
Untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu Yang 

249.763.200 248.122.000 99 
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Dapat Diproduksi Oleh 
Industri Rumah Tangga 
(Puskesmas) 

2.06 

Pemeriksaan Dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Post Market Pada Produksi 
Dan Produk Makanan 
Minuman Industri Rumah 
Tangga 

171.868.970 164.295.385 95,6 

0001 

Pemeriksaan Post Market 
Pada Produk Makanan-
minuman Industri Rumah 
Tangga Yang Beredar Dan 
Pengawasan Serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 

  
171.868.970 

164.295.385 
  

95,6 

0001 

Pemeriksaan Post Market 
Pada Produk Makanan-
minuman Industri Rumah 
Tangga Yang Beredar Dan 
Pengawasan Serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
(Puskesmas) 

150.996.800 144.044.385 95,0 

05 
Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

476.828.492 467.466.700 98,0 

2.01 

Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran Serta Masyarakat 
Dan Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Kabupaten/kota 

84.751.592 83.311.100 98,3 

0001 

Peningkatan Upaya Promosi 
Kesehatan, Advokasi, 
Kemitraan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

84.751.592 83.311.100 98,3 

2.03 

Pengembangan Dan 
Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (ukbm) Tingkat 
Daerah Kabupaten/kota 

392.076.900 384.155.600 98,0 

0001 

Bimbingan Teknis Dan 
Supervisi Pengembangan 
Dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 

392.076.900 384.155.600 98,0 

0001 

Bimbingan Teknis Dan 
Supervisi Pengembangan 
Dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 
Puskesmas 

342.890.000 337.090.000 97 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Semarang 

tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban dan berfungsi sebagai alat 

evaluasi kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Sebagai bahan 

pertanggungjawaban, LKjIP  Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan sarana 

pengukuran keberhasilan kinerja bagi seluruh Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, yang diharapkan dapat menjadi umpan balik dalam pengambilan 

keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban 

pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu 

tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan rencana dan 

target yang telah ditetapkan, dengan realisasi yang telah dicapai. 

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan pencapaian kinerja yang 

sangat tinggi, mengalami perkembangan dan peningkatan capaian kinerja secara 

signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan dinyatakan 

“berhasil” karena rata-rata capaiannya 107,34% dari target. Rekapitulasi capaian 

kinerja urusan kesehatan pada tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut : 

 

Visi : TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN  
         PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA 

Misi : MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

Meningkatkan 
kualitas dan 
pemerataan 
pelayanan 
kesehatan 

Sasaran I: 
 
Meningkatkan upaya 
kesehatan yang tercapai 
(accessible), terjangkau 
(affordable), dan bermutu 

1. Peningkatan upaya kesehatan secara 
terpadu; 

2. Peningkatan pencegahan dan 
penanggulangan penyakit menular dan 
tidak menular. 

PROGRAM 
RATA-RATA CAPAIAN 

SASARAN 
PENILAIAN TINGKAT 
CAPAIAN SASARAN 

Pemenuhan Upaya Kesehatan 
Perorangan dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

88,15% Tinggi 

Rata-rata Capaian sasaran 88,15% Tinggi 

Sasaran II : 
 
Meningkatkan kapasitas 
sumber daya kesehatan 

1. Peningkatan sediaan farmasi, alat 
kesehatan dan industri pangan rumah 
tangga 

2. Peningkatan pendayagunaan, pembinaan 
dan pengawasan mutu sumber daya 
manusia kesehatan 

 
 



 

hal. 58 
LKJIP 2024 DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG 

Visi : TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN  
         PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA 

Misi : MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

PROGRAM 
RATA-RATA CAPAIAN 

SASARAN 
PENILAIAN TINGKAT 
CAPAIAN SASARAN 

Peningkatan kapasitas 
sumberdaya manusia 
kesehatan 

142,88% Sangat Tinggi 

Sediaan farmasi, alat 
kesehatan dan makanan 
minuman 

131,08% Sangat Tinggi 

Rata-rata Capaian sasaran 136,98% Sangat Tinggi 

Sasaran III: 
 
Meningkatkan keberdayaan 
(mampu) dan kemandirian 
masyarakat dalam kesehatan 

Peningkatan pemberdayaan bidang kesehatan 
masyarakat 

PROGRAM 
RATA-RATA CAPAIAN 

SASARAN 
PENILAIAN TINGKAT 
CAPAIAN SASARAN 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Kesehatan 

136,55% Sangat tinggi 

Rata-rata Capaian sasaran 136,66% Sangat Tinggi 

Sasaran IV: 
Meningkatkan kualitas kinerja 
pelayanan perangkat daerah 

Peningkatan kapasitas kelembagaan  

PROGRAM 
RATA-RATA CAPAIAN 

SASARAN 
PENILAIAN TINGKAT 
CAPAIAN SASARAN 

Program penunjang urusan 
pemerintahan daerah 
kabupaten/kota 

111,51% Sangat Tinggi 

Rata-rata Capaian sasaran 111,51% Sangat Tinggi 

Total Rata-Rata Capaian 
Sasaran 

118,33% Sangat Tinggi 

 

B. UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN 

Rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalah layanan Dinas Kesehatan di Kota 

Semarang guna peningkatan pencapaian kinerja adalah melalui:  

1. Meningkatkan keterlibatan lintas sektoral (pemangku wilayah, OPD terkait, tokoh 

masyarakat, NGO, kader kesehatan) dalam berbagai program Dinas Kesehatan, 

terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan lingkungan, 

melalui program LINCAH (Kolaborasi Lintas Sektoral Berbasis Peta Risiko Wilayah 

Kesehatan Kota Semarang untuk memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat. 

Melalui pendekatan yang cepat, adaptif, dan berbasis data.   

2. Perlunya optimalisasi pemberdayaan masyarakat sebagai Langkah promotif dan 

preventif dalam penanganan stunting, melalui perubahan pola asuh, pola makan, dan 

meningkatkan sanitasi secara mandiri serta berkelanjutan. Didukung kader 

Kesehatan dengan inovasi Blokosuto (Belajar Bersama Tingkat Lokal Sambil 

Berbagi), yaitu forum pertukaran pengalaman best practice dan peningkatan 




